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GUBE― NUSA TEIGG― TIIUR

PERATU― GUBE― R NUSA TENGGARA TIMUR

NoMOR o TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEN」

ABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DEI{GAIT RAIIIUAT TI'IIAIT YANG IAHA ESA

GT'BERIN'R I{USA TII{GGARA TIIII'R'

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelanCaran pelaksanaan Uiian
Sckolah  pada  Tahun  2014  dengan  mcmperhadkan

Pcramran MenteH Pendidikan dan Kebud呼
御 Nomor 102

Tahun 2013,pelakSanaan pembangunan Kantor Gubel.・
ur

Pertama sesuai Nott■  Kesepakatan antara PemeHntah

Provinsi NuSa Tcnggara Timur dengan DPRD Provmsi Nusa

Tenggara Timur Nomor:HK.872 Tahun 2013 dan Nomor:

9/DPRD/2013  sCrta  kCtentuan  pclaksanaan  dan
pertanggungawaban Dana BOS Tahun 2014, maka
Peraturan Cubernur Nusa Tensara Timur Nomor 43
Tahun 2013 tentang PenJabaran Anggaran Pcndapatan dan

Belania Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu diubah;

b bahV7a berdaSarkan pcrtimbangan sebagaimana dimakSud

dalaFn h―fa,perlu mcnctapkan PCramran Cube...ur

tentang Perubahan Kedua Atas Peramran Gube..・
ur Nusa

Tcnggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Peniabaran

Anggaran  Pendapatan  dan  Belania  Daerah Tahun
Anggaran 2014;L



Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aSaal; l"
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4938);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahul: 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6r+l; I
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OI3
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (l,embaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor
006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2OO7 tentarrg Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor
004);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0012);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (l*mbaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor O15); I
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18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor O43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBDRNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa kctentuan dalam Peraturan Gubel■ .ur Nusa Tenggara Timur Nomor

43 Tahun 2013 tentang Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belan」 a
Daerah Tahun Anggaran 2014(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2013 Nomor 043)diubah Sebagai berikut:

1.Ketcntuan Pasal l diubah sehingga bcrbunyi scbagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula
berjumlah Rp.2.738.060.879.000,- bertambah sejumlah
Rp.26.612.672.3O7,- sehingga menjadi Rp. 2.764.673.551.307,- dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Setelah Perubahan
Surplus/ Defisit Setelah Perubahan

Rp.2.720973.577.000,―

Rp.             0.―
Rp.2.720.973.577000.―

Rp. 2738.060.879000,―

Rp.   26.612.672307,―

Rp. 2764.673.551.307,―

Rp (43.699.974.307),― ん
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3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan
1). Semula Rp. 97.957.3O2.OOO,-
2). Bertambah/(berkurang) Rp 26.612.672.307.-

Jumlah setelah Perubahan Rp. 124.569.974.507,-

b. Pengeluaran Pembiayaan
1). Semula Rp. 80.870.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0.-

Jumlah setelah Perubahan Rp. 80.870.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah
perubahan Rp. 43.699.974.307,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp.

2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
20t4;

2. Larnpiran II Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2ot4. L
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal l) A′′ρじイ   2014

lr. rmus "t
Diundangkan di Kupang

pada tanggal l)M4Fε ι 2014

l SEKRE■ RヽIS DAERAH PROヽ■NSI

NUSA T刊 GGARA■ MUR,1

Vrnersrsxus sALEM

BERITA  DAERAH  PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

NOMOR eケ

i 
cunonnuR NUSA TENGGARA T.MUR,0
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LAⅣIPIRAN I :PERATl」RAN GIJBERNUR h■ lSA TENGGARA TIⅣ 【UR

NOン10R  :9 Tahun 2014

TANGGAL:17 Maret 2014

RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

Ilalaman 8
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LAⅣΠIIRAN II PERAT■IRAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIⅣ側 R

NOMOR  :9 Tahun 2014

TANGGAL:17 Maret 2014

PEMERINTAH PROVINSI NuSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 20■ 4

101 ‐PENDIDIKAN

10101 ‐Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman: l0ORGANISASI
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